
 

 

 

 

 
 

 

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR  19 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 

 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara 

yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek 

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur 

Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya 

wajib berbuat jujur, adil, terbuka dan akuntabel; 

b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur 

Sipil Negara dan upaya pencegahan serta 

pemberantasan korupsi, perlu adanya Kewajiban 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 

Negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang ttttttttttttt; 

 

 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan 



 

 

Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890);  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 



 

 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 60 

Tahun 2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi  Birokrasi Nomor 49 tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-

undangan  di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2012 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN : 

 



 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA 

KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Definisi 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik. 

2. Bupati adalah Bupati Gresik. 

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. 

4. Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang 

melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 

5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh 

harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam suatu 

aplikasi sistem entry data harta kekayaan yang 

ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. 

6. Sistem harta kekayaan yang selanjutnya disingkat 

SiHarka adalah suatu aplikasi sistem entry data harta 

kekayaan berbasis online dan diakses melalui website 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi dengan alamat 

https://siharkah.menpan.go.id. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 



 

 

 

Pasal 2 

 

(1) Penyampaian LHKASN dimaksudkan untuk mencegah 

ASN dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 

(2) Penyampaian LHKASN bertujuan untuk membangun 

integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan 

berwibawa. 

 

BAB II 
 

WAJIB LAPOR LHKASN 

 

Pasal 3 

 

(1) Seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN. 

(2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bagi pejabat yang sudah masuk dalam 

wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK). 

 

BAB III 

JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN 

 

Pasal 4 

 

Jangka waktu penyampaian LHKASN yaitu : 

a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat dalam 

jabatan, mutasi; dan 

b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau purna 

tugas. 

 

BAB IV 

TATA CARA 

 

Pasal 5 

 

(1) Pegawai ASN menyampaikaan LHKASN melalui Sistem 

Harta Kekayaan (SiHarka).  

(2) Pegawai ASN sebagai wajib lapor mencetak surat 

pernyataan yang ditandatangani dengan materai cukup 



 

 

dan menyampaikan kepada Inspektorat Kabupaten 

Gresik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari    

ayat (1).  

(3) APIP menyampaikan laporan hasil pemantauan LHKSN 

pada setiap akhir tahun kepada Bupati dengan 

memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan RB. 

 

BAB V 

SANKSI  

 

Pasal 6 

 

(1) Peninjauan kembali pengangkatan wajib lapor LHKASN 

dalam jabatan struktural/fungsional, apabila yang 

bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian 

LHKASN. 

(2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Perundang-

undangan kepada : 

a. Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi 

kewajibannya; dan 

b. Pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan 

informasi tentang harta kekayaan Aparatur Sipil 

Negara. 

 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 7 

 

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan APIP dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 8 

 

(1) Untuk tahap pertama LHKASN wajib disampaikan oleh 

Pejabat Eselon III dan Eselon IV. 



 

 

(2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

pertama kali wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) 

bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. 

(3) Seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN 

paling lambat 1 tahun setelah diundangkannya 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

 

Ditetapkan di  Gresik 

pada tanggal   28 Maret 2016       

 

 BUPATI GRESIK, 

 

                         Ttd. 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si. 

 

Diundangkan di Gresik 

Pada tanggal  28 Maret 2016       

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH  

     KABUPATEN GRESIK 

               Ttd. 

 

Ir. BAMBANG ISDIANTO., MM. 

     Pembina Utama Muda 
NIP. 19580126 198512 1 002 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 374 


